“KOALISI TIM PEMENANGAN X & Y”
Alamat : Jalan Maju Kedepan R.M. Nomor 123, Jakarta Pusat
Kode Pos : 10110 No telp : 08080808

                                                                                        Jakarta, 24 Mei 2019
Hal :
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 22 Mei 2019
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 

Jakarta Pusat 


Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.
Nama
: 
X

Alamat
:
Kampung Aman RT 001.RW002, Kelurahan Bumi  

Kuning, Kecamatan Babakan Mudasa, Jakarta




nomor telepon/HP 08080808 





email x@gmail.com

NIK
:
1234567890
2.
Nama
: 
Y

Alamat
:
Jalan Maju Mundur Syantik Nomor 6 Jakarta




nomor telepon/HP.0890909




email y@gmail.com

NIK
:
9090909090
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut …, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/PHP.PILPRES/MK/V/2019  tanggal 5 April 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) Dr. Abdul, S.H., M.H
2) Dr. Budi, S.H., M.H.

3) Dr. Chairul, S.H., M.H.
4) Dr. Dokmar, S.H., LL.M

5) Eko Masuk, S.H., M.H.,

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pembela Merah Putih yang beralamat di Jalan Maju Kedepan R.M. Nomor 123, Jakarta    Pusat nomor  telepon/HP 08909090 email:
 advokatxy@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai...................................................................Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 

selanjutnya disebut sebagai .............................................................Termohon;
Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019, pukul 19.00 WIB.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
c. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019;
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 4/2018), Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 Agustus 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1132/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun 2019, Nomor Urut …;
d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 22 Mei 2019.
III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 4/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU; (jika melalui permohonan online)
c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 22 Mei 2019 pukul 19.00 WIB;
d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 13.55 WIB;
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
	Nama Calon
	Perolehan Suara

	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden AB
	71.267.833

	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden XY
	63.479.153

	JUMLAH SUARA SAH
	134.746.986


2. Bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan penghitungan suara Pemohon di beberapa provinsi, sebagai berikut:
Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON
	No
	Daerah Pemilihan
	Perolehan Suara Pemohon 
	                Selisih

	
	
	Termohon
	Pemohon
	

	1
	 ACEH 
	1.089.290
	1.521.524
	432.234

	2
	 SUMATERA UTARA 
	2.831.514
	3.299.947
	468.433

	3
	 SUMATERA BARAT 
	2.208.620
	2.208.620
	0

	4
	 RIAU 
	1.349.338
	1.349.338
	0

	5
	 JAMBI 
	996.994
	996.994
	0

	6
	 SUMATERA SELATAN 
	2.686.484
	2.686.484
	0

	7
	 BENGKULU 
	558.819
	558.819
	0

	8
	 LAMPUNG 
	2.072.784
	2.072.784
	0

	9
	 BANGKA BELITUNG 
	200.706
	200.706
	0

	10
	 KEPULAUAN RIAU 
	333.609
	333.609
	0

	11
	 DKI JAKARTA 
	2.528.064
	2.529.598
	1.534

	12
	 JAWA BARAT 
	14.167.381
	15.625.605
	1.458.224

	13
	 JAWA TENGAH 
	6.485.720
	7.068.886
	583.166

	14
	 DI YOGYAKARTA 
	977.342
	977.342
	0

	15
	 JAWA TIMUR 
	9.290.820
	9.290.820
	0

	16
	 BANTEN 
	3.554.612
	3.554.612
	0

	17
	 BALI 
	614.841
	614.841
	0

	18
	 NUSA TENGGARA BARAT 
	1.844.178
	1.844.178
	0

	19
	 NUSA TENGGARA TIMUR 
	769.391
	769.391
	0

	20
	 KALIMANTAN BARAT 
	1.032.355
	1.032.355
	0

	21
	 KALIMANTAN TENGAH 
	468.277
	468.277
	0

	22
	 KALIMANTAN SELATAN 
	941.809
	941.809
	0

	23
	 KALIMANTAN TIMUR 
	687.848
	687.848
	0

	24
	KALIMANTAN UTARA
	270.000
	270.000
	0

	25
	 SULAWESI UTARA 
	620.095
	620.095
	0

	26
	 SULAWESI TENGAH 
	632.009
	632.009
	0

	27
	 SULAWESI SELATAN 
	1.214.857
	1.214.857
	0

	28
	 SULAWESI TENGGARA 
	511.134
	511.134
	0

	29
	 GORONTALO 
	378.735
	378.735
	0

	30
	 SULAWESI BARAT 
	165.494
	165.494
	0

	31
	 MALUKU 
	433.981
	433.981
	0

	32
	 MALUKU UTARA 
	306.792
	306.792
	0

	33
	 PAPUA 
	769.132
	769.132
	0

	34
	 PAPUA BARAT 
	172.528
	172.528
	0

	35
	 LUAR NEGERI
	313.600
	313.741
	141

	Jumlah
	63.479.153
	66.422.885
	2.943.732


Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

a. Pengurangan suara Pemohon di Provinsi Aceh sebesar 432.234 suara dikarenakan kesalahan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pidie 200.879 suara dan di Kabupaten Pidie Jaya 231.355 suara (Bukti P-34 s.d. P-85);
b. Pengurangan suara Pemohon di Provinsi Sumatera Utara sebesar 468.433 suara dikarenakan ada surat suara untuk Pemohon yang dinyatakan tidak sah di beberapa TPS di Kota Medan (Bukti P-86 s.d. P-106);

c. Terdapat 1.534 pemilih pendukung Pemohon yang tidak dapat memberikan suaranya dikarenakan ditolak oleh beberapa KPPS di DKI Jakarta dengan alasan pemilih tersebut tidak membawa Formulir A5 (Bukti P-107 s.d. P-121);

d. Pengurangan suara Pemohon di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.458.224 suara dikarenakan kesalahan rekapitulasi di beberapa kabupaten/kota, yakni di Kota Bekasi 704.762 suara dan Kota Bandung 753.462 suara (Bukti P-122 s.d. P-209);

e. Adanya intimidasi kepada 583.166 pemilih pendukung Pemohon di Provinsi Jawa Tengah (Bukti P-210 s.d. P-287);

f. Terjadi kesalahan rekapitulasi suara di Dapil Luar Negeri sebesar 141 suara (Bukti P-288 s.d. P-300);

3. Bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan penghitungan suara Pihak Terkait di beberapa provinsi, sebagai berikut:
Tabel 2
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AB MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

	No
	Daerah Pemilihan
	Perolehan Suara AB
	Selisih

	
	
	Termohon
	Pemohon
	

	1
	ACEH
	913.309
	314.866
	598.443

	2
	SUMATERA UTARA
	3.494.835
	2.444.366
	1.050.469

	3
	SUMATERA BARAT
	539.308
	539.308
	0

	4
	RIAU
	1.342.817
	1.342.817
	0

	5
	JAMBI
	897.787
	897.787
	0

	6
	SUMATERA SELATAN
	2.027.049
	2.027.049
	0

	7
	BENGKULU
	523.669
	523.669
	0

	8
	LAMPUNG
	2.299.889
	2.299.889
	0

	9
	BANGKA BELITUNG
	412.359
	412.359
	0

	10
	KEPULAUAN RIAU
	491.819
	491.819
	0

	11
	DKI JAKARTA
	2.859.894
	1.852.843
	1.007.051

	12
	JAWA BARAT
	9.530.315
	6.289.805
	3.240.510

	13
	JAWA TENGAH
	12.959.540
	10.917.725
	2.041.815

	14
	DI YOGYAKARTA
	1.234.249
	1.234.249
	0

	15
	JAWA TIMUR
	11.669.313
	11.669.313
	0

	16
	BANTEN
	2.398.631
	2.398.631
	0

	17
	BALI
	1.535.110
	1.535.110
	0

	18
	NUSA TENGGARA BARAT
	701.238
	701.238
	0

	19
	NUSA TENGGARA TIMUR
	1.488.076
	1.488.076
	0

	20
	KALIMANTAN BARAT
	1.573.046
	1.573.046
	0

	21
	KALIMANTAN TENGAH
	696.199
	696.199
	0

	22
	KALIMANTAN SELATAN
	939.748
	939.748
	0

	23
	KALIMANTAN TIMUR
	1.190.156
	1.190.156
	0

	24
	KALIMANTAN UTARA
	270.000
	270.000
	0

	25
	SULAWESI UTARA
	724.553
	724.553
	0

	26
	SULAWESI TENGAH
	767.151
	767.151
	0

	27
	SULAWESI SELATAN
	3.037.026
	3.037.026
	0

	28
	SULAWESI TENGGARA
	622.217
	622.217
	0

	29
	GORONTALO
	221.497
	221.497
	0

	30
	SULAWESI BARAT
	456.021
	456.021
	0

	31
	MALUKU
	443.040
	443.040
	0

	32
	MALUKU UTARA
	256.601
	256.601
	0

	33
	PAPUA
	2.026.735
	2.026.735
	0

	34
	PAPUA BARAT
	360.379
	360.379
	0

	35
	LUAR NEGERI
	364.257
	347.119
	17.138

	Jumlah
	71.267.833
	63.312.407
	7.955.426


Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

a. Penambahan suara Pihak Terkait di Provinsi Aceh sebesar 598.443 suara dikarenakan kecurangan rekapitulasi oleh penyelenggara Pemilu di tingkat Kota Lhokseumawe 308.934 suara dan di Kabupaten Bireun 367.088 suara. Hal tersebut disebabkan karena ada keberpihakan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan (Bukti P-34 s.d. P-85);
b. Terdapat intimidasi yang berdampak pada penambahan suara kepada Pihak Terkait di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.050.469 suara oleh sekelompok orang di Kabupaten Nias 507.892 dan Kota Padang Sidempuan 542.577 (Bukti P-86 s.d. P-106);
c. Terdapat rekomendasi Bawaslu untuk penghitungan ulang yang tidak dilaksanakan di beberapa kecamatan sehingga apabila dilakukan penghitung ulang suara PT seharusnya berkurang sebanyak 1.007.051 (Bukti P-107 s.d. P-121);

d. Terdapat pemilih ganda yang tersebar secara merata di Provinsi Jawa Barat yang menguntungkan Pihak Terkait, sehingga suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 3.240.510 di Provinsi Jawa Barat (Bukti P-122 s.d. P-145);
e. Adanya pertemuan kepala desa di Provinsi Jawa Tengah dengan Tim Sukses Pihak Terkait dalam rangka pemenangan untuk memasukan penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga Pihak Terkait diuntungkan sebanyak 2.041.815 suara (Bukti P-146 s.d. P-167);

4. Percetakan surat suara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU;
5. Bahwa pelanggaran proses Pemilihan Umum yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif
5.1. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga menguntungkan Pihak Terkait. Oleh karenanya Pemohon menolak hasilnya dan menyampaikan keberatan kepada Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional pada tanggal 22 Mei 2019, karena telah terjadi banyak kecurangan-kecurangan yang uraiannya telah Saksi Pemohon sampaikan secara lisan kepada Termohon namun tidak diindahkan oleh Termohon; Sehingga Pemohon mengajukan protes keras walk out dari proses rekapitulasi penghitungan suara dan tidak menandatangani form DD1. 
5.2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah terjadi pelanggaran proses yang mempengaruhi hasil, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum yang dilakukan baik oleh Termohon, maupun Pihak Terkait dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, seperti:
1) Mobilisasi Pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia.

2) Tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Panwas dan Bawaslu.

3) Pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS secara massal.

4) Pencoblosan dilakukan 2 kali oleh orang yang sama.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 432/kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
	No
	Nama Calon
	Perolehan Suara

	1.
	Pasangan Calon AB
	63.312.407

	2.
	Pasangan Calon XY
	66.422.885

	Total Suara Sah
	134.291.560


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

ttd.
1) Dr. Abdul, S.H.,M.H
ttd.
2) Dr. Budi, S.H., M.H.
ttd.
3) Dr. Chairul, S.H., M.H.
ttd.
4) Dr. Dokmar, S.H., LL.M
ttd.
5) Eko Masuk, S.H., M.H.,
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